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LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SERI: 4

PANGEALPINANG

TAHUN , 1998 NOMOR: g

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAI TINGKAT II

PANGKAULPINANG

NOMOR : 8 TAHUN 1998
TENTANG

PAJAX HOTEL DAN RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Menimbang : a.

Ce

Mengingat : 1.

20

bahwa dengan ditetapkannya Undang- Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerzh, Pajak Pembaigunan
I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran

bahwa Peraturan Daerah Kotamadya  Daerah
Tingkat II Pangkalpinang Nomor 6 Tahun
1994 tentang Pajak Pembangunan I perlu
disesuaikan.

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian seba
gaimana dimaksud huruf b, perlu - mengatur
kembali Pajak Hotel dan Restoran yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerzh Tingkat II dan Kota-
praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Ne-
gara Tahun 1959 Nomor 73, Tambshan Lemba-
ran Negara Nomor 1913 ).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok=pokok Pemerintahan di Daerah ( Lem-

baran Negara Tahun 1 Nomor 38, Tamba =
han Lembg.ran Negara Byncr my,B ’
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Undang~Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun
1961 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209 ). .

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lemba~
ran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 3684 ).

Undang-undang Nomor 18 Talun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lemba=
ran Negara Tahun 1997 Nomeor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685 ).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( lem -
baran Negara Talun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Xabu -
paten Daerah Tingkat II Bangka ( Lembaran
Negara Talmun 1984 Nomor 15 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3269 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor $4 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691 ).

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor il.04 =
PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Ta
hun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pe -
mungutan Pajak Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 173

Tahun 1997 tentang Tata Cara  Pemeriksaan
di Bidang Pajak Dasrah,
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotam
‘madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
MEMUTUSKAN

Menetapkan s PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG TENTANG PAJAK HOTEL DAN RES -
TORAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan s
a, Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang,
b. Pemerintah Daerah adalsh Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang.
o. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Ting
kat II Pangkalpinang.
d. Wilayah Daerah adalah Wilayah Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang.
e, Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
f. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Pang=-
kalpinang. .
8. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak

adalah Pungutan Daerah atas Pelayanan hotel, restoran,
rumseh makan/warung maksan.

h. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagl orang
untuk dapat menginap/istirahat, memperolah Pelayanan
dan atau Fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran,
termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan
dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk Pertokoan
dan Perkantoran,

i, Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap maka~-
nan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut
bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau Katering,

Je Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau
badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran
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maken untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan
atas nema pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di-
singkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak
yang terutang menurut Peraturan Perundang- undangan
Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya  disingkat
SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang ter-
utang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjut
nya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang me=
nentukan besernya jumlah Pajak yang terutang, Jumlah
kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya .7 aanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputu-
san yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang
telah ditetapkan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang selanjut-
nya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menen-—
tukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena  Jjumlah
kredit Pajek lebih besar dari Pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya di-
singkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan
jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit
Pajak atau Pajak tidak tertang dan tidak ada kredit Pa~
Jjake

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STED adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak , atau
sanksi administrasl berupa bunga den atau denda.

BAB II
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NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dad Restoran dipungut Pajak
atas setiap Pelayanan di Hotel dan resioran.

Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang digediakan
dengan pembayaran di hotel dan restoran.

Obyek Pajak sebagaimena dimaksud ayat (2) meliputi :

a, Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal Jjangke
pendek antara lain gubuk parawisata (COTTEGE) motel
wisma parawisata, pasangrahan (hostel), losmen dan
rumah penginapan termasuk rumsh kos dengan  jumlah
kemar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas
seperti rumah penginapan,

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, Faximil,
telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan
pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola
hotel,

¢. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain Pusat
Kebugaran (Fitnes Centre), kolam renang, tennes,
golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau
dikelola hotel.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan di hotel, restoran,

e. Penjualanmakanan dan atau minuman ditempat yang
disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a.

b.

Ce

d.

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas

tempat tinggal lainnya yang tidek menyatu dengan hotel
Asrama dan Pesantren,

Fasilitas olah raga dan hiburan yang disedlakan hotel
yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pemba -
ran.

Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai
oleh umum dihotel.
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e, Pelayanan Wisata yang dlselenggarakan oleh Hotel dan
dapat dimanfaatkan oleh Umum,

f. Pelayanan Jasa Boga / Katering.

g. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran, rumah makan
atau werung makan yang peredarannya tidak melebihi-
batas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

.

Pagal 4

(1) Subyek Pajak dan Restoran adalah orang pribadi  atau
badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel
dan restoran. - '

(2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah Pengusaha Hotel
dan restoran.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dila=
kukan kepada hotel dan atau restoran.
Pasal 6
Besarnya tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepulub persen).
BAB IV
WILAYAH PRMUNGUTAN DAN GARA PERHITUNGAN
PAJAK
Pasal 7
(1) Pajak yang dipungut di Wilayah Daerah,
(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana di-
maksud dalam pasal 5.

BAB- ¥
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MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangke waktu yang lamanya 1 (satu) bu-
lan takwim,

Pasal 9
Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelaya-
nan di hotel dan restoran.

Pasal 10
(1) Setiap Wajib Pajak wajibd mengisi SPTFD,

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTFD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampai-
kan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 ( 1i-
ma belas) hari setelah berakhirnya masa pajak,

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian
SPTPD ditetapkan Kepala Daerah,

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN "PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasrkan SPTPD sebagaimena dimaksud dalam pasal 11
ayat (1), Kelape Daerah menetapkan pajak terutang de-
ngan menerbitkan SKPD,

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimeksud pada ayai (1) tidak
atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %  ( dua
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD,

Pasal 12
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Wajib Pajak yang membayar sendiri STPD sebagaimana di-
maksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk meng-
hitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri
yang terhutang. *

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat  teru-
tangnya Pajek, Kepala Daerah dapat menerbitkan

a, SKPDKB
b. SKPDKBT
c. SKPDN

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a di-
terbitken :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau kete =
rangan lain Pajak yang terutang tidak atem kurang
dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % {dua persen) sebulan dihitung dari Pa-
jak yang kurang atau terlambat dibayar untuk Jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di-
hitung sejok saat terutangnya Pajak.

b, Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis ,
dikenakan sanksi administrasl berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlembat dibayar untux jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat empat) bulan dihi -
tung sejak saat texrutangnya Pajak,

¢. Apabile kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pa~-
jek yang terutang dihitung secara jabatan dan dike~
nakan sanksi administrasi berupa kenaiken  sebesar
'25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak  di-
tambah sankei administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang ku-
rang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya Pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud peda ayat (2) huruf b di-
terbitkan apabila ditemukan data baru atau date yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan

jumlah Pajak yang terutang, akan dikenek; sanksi ad -
ministrasi berupa kenaikan sebesar 100 ‘,'{,ax(seratus per
sen) dari jumleh kekurangan Pajak tersebut.



(5)

(6)

(n

009
SKPDN sebagaimane dimaksud pade ayat (2) huruf ¢ di-
terbitkan apabile jumlah Pajok yang terutang sama
besarnya dengen jumleh kredit Pejek atau Pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit Pajak,

Apabila kewajiban membayer Pajak teruteng dalam SKPD-
XB dan SKPDKBT sebagaimesne dimeksud pade ayat (2)
huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar da-
lam jangka waktu yang telah ditentukan, ditegih de-
ngan oenerbitkan STPD ditambah dengan sanksi adminis—
trasi berupa bunga 2 % (dua perse;f sebulan,
Penambahan jumlah pajek yang terhutang sebegaimana di
maksud ayat (4) tidak dikenekan pada wajidb pajak apa-
bila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindekan
pemeriksaan,

Pasal 13

Bentuk, jenis dan isi formzlir yang dipergunckan dalam
perhitungen dan penetapan pajzk den tatz cara penyarpaian
ditetapkan oleh Kepale Dzerah,

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

BAB VII
TATA CARA FPEMBAYARAN
Pasal 14

Pembayaran Pajak dilakukan di ixas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu
yang ditentukan dalam SPTPD, SiFD, SiZPDKB, SKPDKBT
dan STPD,

Apebila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas
Daerah selambat~lambatnya 1 X 24 jam atan dalam jang
ka walitu yang ditentukan oleh Kepala Daerah,
Pembayaran Pajak sebagzimena dimaksud pada ayat (1),
dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD,

Pasal 15
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam ku-
meg%tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
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(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud  pada
ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang di=-
bayar.

(4) XKepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wa~-
jib Pajak untuk menunda pembayaran Pajai sampai waktu
yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang di-
tentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) se-
bulan dari jumlah Pajak yang beluam atau kurang dibayar

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pemba =
yaran serta tata cra pembayaran angsuran dan penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dite -
tapkan oleh Kepala Daerah, i

Pasal 16

Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dinaksud dalam pasal
15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bu~
ku penerimaan. N

Pagal 17

Bentuk, Jjenis, isi formulir pembayaran, tanda bukti pemba~
yaran dan buku penerimaan Pajak ditetapkan oleh Kepala
Daerzh, :

BAB VIII
TATA GARA PENAGIHAN PaJiK
Pasal 18

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat . lain
Yang sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan pena =~
gihan Pajak dikeluarkan 7 (tujub) hari sejak saat ja~
tuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Su-

rat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang
terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang
sejenis sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dikeluar -
kan oleh Pejabat,

Pasal 19
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(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak

dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan da-

© lam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat la-

in yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar di-
tagih dengan Surat Paksa,

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat

21 (dua puluh satu) hari sejak tanggel Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jang
ka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat -
Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksa =~
nakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga me-
lunasi utang Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari se-
jak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Nelaksanakan Penyi-
taan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pe=-
lelangan kepada Kantor Lelang Negara,

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang menetapkan hari, tanggal, jam, dan
tempat pelaksanaan lelang, juru Sita memberitahukan dengan
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak,

Pagal 23

Bentuk, Jenia dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pejak dapat
memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Pajak

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanen dan pembe-
basan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetap
kan oleh Kepala Daerah,
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BAB X

TATA €ARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

(1)

(2)

()

(4)

DAN PENGHSPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKST ADMINISTRASI

Pagel 25

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan =
Wajib Pajak dapat @

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKFDKBT atau STPD

Yang dalem penerbitannya terdapat kesalahan tulis, .

kesalehan hitung dan etatt kekeliruan dalam penera
pan Peraturan Perundang-undangan Perpajaksn Daerah,

b. Membatalkan atau mengurangksn ketetapan pajek yang
tidak bener,

6. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bew
rupa bunga, denda kenalksn pajek terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenzkan kerena kekhilafan waejib
Pajak atem bukan karenaz kesalzhannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keteta~
pan dan penghapusan ataun pengurangen sanksi adminis -
trasi atas SKFD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disempaikesn secara tertu—
lis oleh Wajib Pajak kepada XKepala Daerah atau Pejabat
selambat~lambatnya 30 (tige puluh) hari sejak tanggal
diterima SKFD,SKPDKB,SKPDKBT atau STFD dengan memberi-
kan alasan yang jelas.

Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulen
sejak surat permchonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima, sudah harus memberikan keputusezn.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana di-
maksud pada ayat {3) Kepala Daersh atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonanan pembetulan, pemba -~
talan, pengurangan ketetepan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan,

BaB XI
KEBERATAN DAN Bmm
Pasal 26

@
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Wajidb Pajek dapat mengajukan keberatan hanya kepada -
Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :

a., SKFD
b. SKPDKB
6. SKPDKBT
d, SKPDLB
e. SKPDN

Permohonan keberaten sebagaimana dimaksud pada  ayat
(1) barus disempaiken secara tertulis dalam  bahasa
Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKED, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima  oleh
Wajib Pajak sebagaimene dimaksud pada ayat (1), kecu
a}i apabila wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasa-
annya.,

Kepale Daerah atau Pejabat dalam jangka wektu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejzk tanggal surat permo =
honan keberatan sebagaimana dimeksud pada ayat (2)
diterima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat wektu 12 (dua belas) bulan seba
gaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daersh atan
Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan kebe -
ratan dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimak pada . ayat
(1) tidak menunda kewzjiban merbeyar Pajak,

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajuken bending kepada Béda.n Peo-
nyelesaiem Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membeyer pajak.

Pesal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalan
pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal
28 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihen pemba -
yaran pajak dikembalikan dengen ditambah imtezlen bunga 2
(dua) persen sebulan untuk paling lema dua puluh empat bl.
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BAB XII
PENGEMBALIAN KELEETHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29 .

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian-—
kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau
Pejabat secara tertulis ¢an menyebutkan sekurang -
lurangnye @

a. Nama dan Alemat wajib pajak.

b, Masa pajek.

" ¢. Besarnye kelebihan pembayaran pajak.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d. Alasan yang Jjeles,

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangks waktu paling=—
lama 12 (dua belas) bulan sejek diterimanya permcho =
nan pengenmbalian kelebihan pembayaran pejek sebagai -
mana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jengka waktu sebagaimane dimaksud pada ayat
(2) dilempeni Kepala Deerszh atau Pejabat tidak membe—
rikan keputusan, permohonan pengembalien kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan delem jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan,

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajek lain, kele-
bihan pembayaran pajek sebegaimana dimaksud pada ayat
(2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembeyaran pajak dilekukan da
lam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitlkan
nya SKPDIB dengan menerbitkan Surat Perinteh Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalien kelebihan pembayaran pajak dila-
kukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulen sejek diter -
bitkannya SKPDLB Kepala Daerah atau pejabat memberi=
kan imbelen bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
atas keterlambaten pembayaran kelebihan pajek,

Pasal 30
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Apabila kelebihan pembayaran pajek diperhitungkan dengan

utang pajek lainnye sebagaimana dimaksud delem pasal 30
ayat (4), pembayarannye dilakukan dengan cara  pemindah
bukuen dan bukti pemindzh buluar juga berlaku sebagai
bukti pembayaran,

BAB XIII
KEBALUARSA
Pasal 31

(1) Hek untuk melakuken penagihen pajek, kedaluarsa sete-

(2)

(1)

(2)

lah melampaui jangka waktu 5 (1lima) tehun térhitung
sejek saat terutangnya pajek kecuali apabila Wajidb
Pajak melakukan tindakan pidana di bideng perpajeken-—
daerah,

Kedaluarsae penagihan pajek sebagaimana dimoksud pada
ayat (1) tertangguh apabile :

a, Diterbitken Surat Teguran den Surat Paksa,ataun

b. Ada pengakuan utang pajek dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidek langsung.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 32

Wajib Pajek yang karena kealpennyz tidak menyempaiken
SPTPD atau mengisi dengan tidek benar atau tidek leng
kap atau melampirkan keterengen yang tidak benar ge =
hingga merugikan keuengan daerah dapat dipidana de~
ngan pidene kurungan peling lama 1 (satu) tahun atau
denda peling banyzk 2 (dua) kali jumleh pajak teru -
tang.

Wajib Pajak yang dengan sengeja tidak menyempziken o
SPTPD atau mengisi dengen tidak benar atau tidak leng
kap atau melampirken keterangan yang tidak benar se-
hingge merugikan keuangan deereh dapat dipidena  de-
ngan pidana penjera paling lema 2 (dua) tahun  ateu
denda paling banyek 4 (empet) kali jumlah pajek
terutang,

Pasal 33
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Tindak Pidane sebagaimera dimaksud delem posel 32 tidek
dituntut setelah melampm . Jangka waktu 10 (sepuluh) ta -
hun sejek szat terutongnya pajak atau berakhirnya masa
Pajak atau berekhirnya Bagian Tahun Ea;e.k ztau  berakhir
nya Tahun Pajek.
B4B X¥ -
PENYIDIKAN
Pasal 34
(1) Pejebet Pegawai Hejeri Sipil tertentu di  Lingkungan
Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagad
- Penyidik untuk melakukan pemyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah sebagaimena dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Eukum Acara
Pidana,

(2) Wewenang Penyidik sebageimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a, r’ererma., mencari, mengumpulkan dan meneliti kete-
rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Perpajaken Daerah agar keterangan  atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan Jelzas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangsn me~
ngenei orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengen tindak
pidana Perpajaken Daerah tersebut,

¢. Meminta keterangan dan bzhan bukti dari orang pri
badi a2tau Badan sehubungan dengan tindak pidana
di bideng Perpajaken Dzerzh,

d. Memeriksa buku-buku, cetatan—catatan dan  dokumen
lain berkenasn dengen tindek pidana di bidang
Perpajakan Daerah,

e. Melekukan penggeledehan untuk mendapatkan bahen
bukti pembuluan, pencatatan dan Dokumen—dokumen -
lain, serta melakuken penyitaan terhadap bahan
bukti tersebdbut.

f. Meminte bentuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa<

naan tugas penyidikan tindak pidana di bideng
Perpejakan Daerah,

"
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g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan  sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Perpajakan Daerah.

i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau sanksi,
J+ Menghentiken penyidikan.

k., Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran pe-—
nyidikan tindak pidana di bidang Perpajaken Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimeksud pada ayat (1) memberi -
tehukan dimilainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikemnya kepada Penuntut Umum, sesuai dengah
dengan ketentuzn yang diatur dalam Undang- undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

BAB XVI
KETENTUAN PENYTUP

Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

Pagal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundeng-
“kan,
Agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengunda -

ngannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerzh Tingkat II Pangkalpinang

Ditetapkan dis Pangkalpirang
Pada tanggal : 28 - 1 - 1998

WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PKPINANG,

) Cap / dto
DRS.H, SOFYAN REBUIN,
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Dewan Perwakilan Rekyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpineng,
Cap /ato,

DRS.A,HUDARNI RAKT,SH =

DISABEXKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam }
Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 973,26-022 ’ !
Tanggal 729 Juli 1998

Direktorat Jendral
Pemerintezhan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

Cap / dto
DRS. KAUS AR, &5

Diundangkan dazlam Lembaran Daerah
Tingkat ii pangkalpinang

Nomor : 05 Tahun 1998
Seri s A
Tanggal : 24 Agustus 1998

Sekretaris Kotamadya,

DRS,A., MERCHAN MUKTI
PEMBINA
NIP,010049172,



